







A. Latar Belakang Masalah 
Ilmu ekonomi Islam sudah lama berkembang, namun runtuhnya kekha-
lifahan Islam beberapa abad yang lalu, telah ikut mengubur ajaran, praktik, dan 
juga kajian tentang ekonomi Islam di masyarakat. Sehingga yang berkembang 
adalah ilmu-ilmu dan peradaban barat yang sekuler dan materialistis. Berbagai 
krisis ekonomi yang semakin sering melanda kegiatan perekonomian di dunia 
telah pula mengundang berbagai kegiatan ilmiah yang mencari sistem ekonomi 
alternatif dari sitem ekonomi yang berlaku dewasa ini. 
Ilmu ekonomi Islam mulai muncul kembali pada abad ke-20, dengan 
munculnya praktik bank bagi hasil. Praktik ekonomi Islam secara resmi pada 
Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang berlangsung di Jedah tahun 1976. Dalam 
konferensi tersebut dipresentasikan berbagai makalah tentang ekonomi Islam dari 
berbagai pakar ekonomi Islam di dunia. Tahun 1976, menjadi titik awal 
munculnya semangat negara-negara Islam untuk menggali kembali kekayaan 
intelektual umat Islam yang pernah berjaya di masa lalu. Revolusi di Iran yang 
terjadi pada tahun 1978 yang menghapuskan ‘bunga’ dalam perekonomian Iran 
turut memberi andil dalam memacu berbagai kajian tentang sistem ekonomi 
Islam. 
Semenjak itu berbagai kajian dilakukan oleh seluruh pakar ekonomi baik 
yang berasal dari negara-negara Islam, maupun yang berasal dari negara-negara 





nasional dilakukan di negara-negara muslim seperti: Arab Saudi, Mesir, Kuwait, 
Qatar, Pakistan, dan Malaysia serta belakangan ini Indonesia. Di samping itu, 
berbagai konferensi dan kegiatan pendidikan dilakukan tidak saja di Amerika dan 
Inggris tetapi juga di negara-negara maju lainnya seperti: Prancis, Spanyol, 
Singapura, dan lain-lain. 
Indonesia, dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, tidak 
ketinggalan untuk berkontribusi di dalam mengikuti perkembangan ekonomi 
Islam yang terjadi di dunia. Berbagai seminar serta konferensi baik nasional 
maupun internasional juga mulai marak dilakukan di Indonesia. Walaupun 
kemunculan ekonomi Islam relatif terlambat dibandingkan dunia internasional, 
akan tetapi perkembangan saat ini mampu menyumbangkan berbagai pemikiran 
dalam mengembangkan ilmu ekonomi yang islami. 
Sebagai gambaran ekonomi Islam mulai tersosialisasi sejak berdirinya 
Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, munculnya bank ini memicu bank-
bank umum untuk membuka bank berbasis syariah. Baik Bank Umum Syariah 
(BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
(BPRS). Misalnya Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Mandiri Syariah, 
Bank Central AsiaSyariah (BCAS), Bank Nasional Indonesia Syariah (BNIS), 
Bank Jabar Baten Syariah (BJBS), Bank Mega Syariah, Bank Danamon Syariah, 
Bank Syariah Bukopin, Bank Maybank Syariah,dan lain-lain. Di tahun-tahun 
mendatang, jumlah bank syariah ini akan terus meningkat seiring dengan 
masuknya pemain-pemain baru, bertambahnya jumlah kantor cabang bank syariah 
yang sudah ada. Hal ini dapat dilihat dari grafik perkembangan lembaga bank 











2013 2014 2015 2016 2017 
BUS 11 12 12 13 13 
UUS 23 22 21 20 20 
BPRS 163 163 163 166 167 
Sumber: Statistik Perbankan Syariah Juli (2017) 
Eksistensi perbankan syariah di Indonesia saat ini semakin meningkat 
sejak adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 
yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah. Sehingga 
berdasarkan Tabel 1.1pada tahun 2017 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) di 
Indonesia yang beroperasi menjadi 13, diikuti oleh 20 Unit Usaha Syariah (UUS), 
dan 167 Bank Pembiayaan rakyat Syariah (BPRS). 
Bank syariah mempunyai peran sama halnya dengan bank konvensional, 
yaitu sebagai lembaga perantara atau lembaga intermediasi antara satuan-satuan 
kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana 
(surplus unit). Melalui bank, kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan 
kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua 
belah pihak. 
Salah satu kegiatan utama bank syariah adalah menyalurkan kelebihan 
dananya dalam bentuk pembiayaan. Di bank syariah pembiayaan merupakan 
produk perbankan berlandaskan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam dan 
tidak hanya berorientasi pada keuntungan bank saja, tetapi diharapkan dapat 
memberikan manfaat bagi nasabah yang bermitra dengan bank syariah.
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Sebagai lembaga keuangan yang berkualitas dan mampu menjaga 
kepercayaan masyarakat, maka lembaga keuangan tersebut diharapkan dapat 
selalu menjaga tingkat likuiditas yang aman, karena likuiditas berperan penting 
bagi lembaga keuangan bank maupun non bank dalam menjalankan kegiatan 
bisnisnya.  
Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, 
terutama kewajiban dana jangka pendek.
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Pada hal ini peneliti, untuk mengukur 
tingkat likuiditas Bank Syariah Bukopin menggunakan rasio Financing to Deposit 
Ratio (FDR). 
Financing to Deposit Ratio (FDR) atau disebut juga dengan rasio total 
pembiayaan adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang 
diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang 
digunakan.
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Financing to Deposit Ratio (FDR) akan menunjukkan tingkat 
kemampuan bank syariah dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun 
oleh bank syariah yang bersangkutan.  
Standar Financing to Deposit Ratio (FDR) menurut Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 adalah sebesar 80%-110%. Jika angka 
Financing to Deposit Ratio (FDR) suatu bank berada pada angka di bawah 80% 
maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 
nilai Financing to Deposit Ratio (FDR) tersebut dari seluruh dana yang berhasil 
dihimpun, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan 
fungsinya dengan baik. Kemudian jika angka Financing to Deposit Ratio (FDR) 
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bank mencapai lebih dari 110%, berarti total pembiayaan yang diberikan bank 
tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena itu dana yang dihimpun dari 
masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak men-
jalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi yang baik. 
Besarnya nilaiFinancing to Deposit Ratio (FDR) tergantung pada beberapa 
aspek, namun di sini peneliti hanya membatasi dua aspek yaitu Capital Adequacy 
Ratio (CAR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK). 
Aspek pertama yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Capital Adequacy 
Ratio (CAR) merupakan kewajiban penyedia modal minimum yang harus selalu 
dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari Total Aktiva 
Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Batas minimum nilai Capital Adequacy 
Ratio (CAR) adalah 8%. Semakin tinggi nilai Capital adequacy Ratio (CAR) 
suatu bank yaitu diatas 8%, maka semakin baik tingkat kesehatan permodalan 
bank tersebut. Begitupun sebaliknya, semakin rendah nilai Capital adequacy 
Ratio (CAR) yaitu dibawah 8%, maka semakin buruk tingkat kesehatan 
permodalan bank tersebut. 
Apabila bank ingin terhindar dari bahaya kelangsungan usahanya misalnya 
terhindar dari kekurangan total pembiayaan, maka bank yang bersangkutan harus 
menambah modalnya. Sehingga semakin besar modal yang tersedia maka semakin 
besar total pembiayaan/Financing to Deposit Ratio(FDR). Begitupun sebaliknya 
semakin kecil Capital Adequacy Ratio (CAR) maka semakin kecil total 
pembiayaan/Financing to Deposit Ratio(FDR).
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Aspek keduayaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), menurut Undang-Undang 
Nomor 10 tahun 1998 Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dipercayakan 
oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dalam bentuk 
giro, deposito, tabungan dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dana 
Pihak Ketiga (DPK) ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi 
bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayaioperasinya 
dari sumber ini.
5
 Semakin besar sumber dana yang dihimpun dari Dana Pihak 
Ketiga (DPK) maka semakin besar total pembiayaan/Financing to Deposit 
Ratio(FDR). Begitupun sebaliknya semakin kecil Dana Pihak Ketiga (DPK) maka 




Data PerbandinganCAR, DPK, dan FDR pada Bank Syariah Bukopin 
Periode 2014-2017 
 
Tahun Triwulan CAR  DPK  FDR  
2014 
I 11.24%  9.49%  97.14%  
II 10.74% Turun 9.43% Turun 102.84% Naik 
III 16.15% Naik 9.88% Naik 103.66% Naik 
IV 15.85% Turun 10.13% Naik 92.89% Turun 
2015 
I 12.95% Turun 10.34% Naik 95.12% Naik 
II 12.73% Turun 11.00% Naik 93.82% Turun 
III 15.05% Naik 12.55% Naik 91.82% Turun 
IV 14.95% Turun 13.13% Naik 90.56% Turun 
2016 
I 14.26% Turun 9.29% Turun 92.14% Naik 
II 13.59% Turun 11.30% Naik 92.25% Naik 
III 13.95% Naik 10.01% Turun 87.95% Turun 
IV 16.19% Naik 11.76% Naik 88.18% Naik 
2017 
I 15.84% Turun 11.00% Turun 91.58% Naik 
II 15.53% Turun 9.25% Turun 89.42% Turun 
III 17.58% Naik 8.18% Turun  84.24% Turun  
Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah Bukopin Periode 2014-2017 (setelah 
diolah) 
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Berdasarkan tabel data perbandingan di atas bahwa kenaikan dan 
penurunan pada tingkat Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Dana Pihak Ketiga 
(DPK) tidak sebanding dengan kenaikan dan penurunan tingkat Financing to 
Deposit Ratio (FDR). Hal ini terlihat pada tahun 2014 triwulan ke II nilai Capital 
Adequacy Ratio (CAR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami penurunan 
berturut-turut menjadi 10.74% dan 9.43%, sedangkan nilaiFinancing to Deposit 
Ratio (FDR) mengalami kenaikan menjadi 102.84%. Selanjutnya pada triwulan ke 
III nilaiCapital Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Financing 
to Deposit Ratio (FDR) mengalami kenaikan secara berturut-turut menjadi 
16.15%, 9.88%, dan 103.66%. Selanjutnya pada triwulan ke IV nilai Capital 
Adequacy Ratio (CAR) mengalami penurunan menjadi 15.85%, namun nilai Dana 
Pihak Ketiga (DPK) mengalami kenaikan menjadi 9.88%, namun nilai Financing 
to Deposit Ratio (FDR) mengalami penurunan menjadi 92.89%. 
Pada tahun 2015 triwulan ke I nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) 
mengalami penurunan menjadi 12.95%, namun nilai Dana Pihak Ketiga (DPK) 
dan Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami kenaikan secara berturut-turut 
menjadi 10.34% dan 95.12%. Selanjutnya pada triwulan ke II nilai Capital 
Adequacy Ratio (CAR) mengalami penurunan menjadi 12.73% sedangkan nilai 
Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kenaikan menjadi 11.00%, namun 
mengalami penurunan lagi untuk nilai Financing to Deposit Ratio (FDR) menjadi 
93.82%. Selanjutnya pada triwulan ke III nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) dan 
Dana Pihak Ketiga (DPK) secara berturut-turut mengalami kenaikan menjadi 
15.05% dan 12.55%, namun nilai Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami 





CapitalAdequacy Ratio (CAR) mengalami penurunan menjadi 14.95%, namun 
nilai Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kenaikan menjadi 13.13% sedangkan 
nilai Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami penurunan menjadi 90.56%. 
Pada tahun 2016 triwulan ke I nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) dan 
Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami penurunan secara berturut-turut menjadi 
14.26% dan 9.29% sedangkan nilai Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami 
kenaikan menjadi 92.14%. Selanjutnya pada triwulan ke II nilai Capital Adequacy 
Ratio (CAR) mengalami penurunan menjadi 13.59% sedangkan nilai Dana Pihak 
Ketiga (DPK) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami kenaikan secara 
berturut-turut menjadi 11.30% dan 92.25%. Selanjutnya pada triwulan ke III nilai 
Capital Adequacy Ratio (CAR) mengalami kenaikan menjadi 13.95% sedangkan 
nilai Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami 
penurunan secara berturut-turut menjadi 10.01% dan 87.95%. Selanjutnya pada 
triwulan ke IV nilai Capital Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK) 
dan Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami kenaikan secara berturut-turut 
menjadi 16.19%, 11.76%, dan 88.18%.  
Pada tahun 2017 triwulan ke I nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) 
mengalami penurunan menjadi 15.84% sedangkan nilai Dana Pihak Ketiga (DPK) 
dan Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami kenaikan secara berturut-turut 
menjadi 11.00% dan 91.58%. Selanjutnya pada triwulan ke II nilai Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Financing to Deposit 
Ratio (FDR) mengalami penurunan secara berturut-turut menjadi 15.53%, 9.25% 





kenaikan menjasi 17.58%, namun nilai Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Financing 
to Deposit Ratio (FDR) mengalami penurunan secara berturut-turut menjadi 
8.18% dan 84.24%. 
Untuk lebih jelas dan mudah membandingkan antara peningkatan dan 
penurunan nilaiCapital Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK) 
danFinancing to Deposit Ratio (FDR), maka penulis menyajikan grafiknya 
sebagai berikut. 
Grafik 1.1 
Data CAR, DPK dan FDR PT. Bank Bukopin Syariah 2014-2017 
  
 
Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa sejak triwulan ke I tahun 2014 
hingga triwulan ke III tahun 2017, Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Dana 
Pihak Ketiga (DPK) mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak konsisten. 
Hal ini juga terjadi pada Financing to Deposit Ratio (FDR). 
Secara teoritis apabila nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) meningkat, 
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sebaliknya apabila nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) menurun, maka nilai 
maka nilai Financing to Deposit Ratio (FDR) pun menurun.
7
 Sama halnya dengan 
Dana Pihak Ketiga (DPK). Apabila nilaiDana Pihak Ketiga (DPK) meningkat, 
maka nilaiFinancing to Deposit Ratio (FDR) pun meningkat. Begitupun 
sebaliknya apabila nilai Dana Pihak Ketiga (DPK) menurun, maka nilai Financing 
to Deposit Ratio (FDR) pun menurun.
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Halini tidak sejalan dengan teori,namunberbanding terbalik dalam 
kenyataannya di Bank Syariah Bukopin pada periode 2014-2017. Hal ini 
menunjukkan terjadinya penyimpangan antara teori dengan praktik. Atas dasar itu, 
penulis ingin mengkaji lebih komprehensif objek di atas dan di tuangkan menjadi 
penelitian skripsi dengan judul Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan 
Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) Pada 
Bank Syariah Bukopin Periode 2014-2017. 
 
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumya, maka 
penelitian ini bermaksud menganalisis seberapa besarkah pengaruh Capital 
Adequacy Ratio (CAR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Financing to 
Deposit Ratio (FDR). Adapun permasalahan-permasalahan pokok yang diangkat 
dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  
1. Seberapa besar pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Financing 
to Deposito Ratio (FDR)? 
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2. Seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Financing to 
Deposito Ratio (FDR)? 
3. Seberapa besar pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Dana Pihak 
Ketiga (DPK) memberikan pengaruh secara bersamaan terhadap Financing to 
Deposito Ratio (FDR)? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dalam rangka menjawab rangkaian pertanyaan 
dalam spesifikasi masalah pokok  penelitian. Oleh karena itu, setelah penelitian 
dilakukan dapat diketahui hal-hal sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap 
Financing to Deposito Ratio (FDR); 
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Financing to 
Deposito Ratio (FDR); 
3. Untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Dana Pihak 
Ketiga (DPK) terhadap Financing to Deposito Ratio (FDR). 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, peneliti dapat 
merumuskan bahwa dengan melakukan penelitian ini akan memberikan banyak 
manfaat bagi berbagai macam kalangan. Maka dari itu, peneliti membatasi 






1. Kegunaan Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal 
pengembangan ilmu ekonomi khususnya manajemen keuangan syariah, melalui 
pendekatan dan cakupan variabel yang digunakan dan juga menjadi bahan acuan 
untuk penelitian selanjutnya yang berusaha mengembangkan atau memperdalam 
penelitian dengan tema seperti ini. 
2. Kegunaan praktis 
Secara praktis, hasil penelitian ini dapat berguna bagi kalangan pelaku 
bisnis. Khusunya praktisi perbankan itu sendiri. Mereka dapat menggunakan hasil 
penelitian ini sebagai bahan evaluasi terhadap kegiatan usahanya dan juga bagi 
kalangan regulator yakni pemerintah dapat menggunakan hasil dari penelitian ini 
sebagai bahan pertimbangan untuk membuat suatu kebijakan yang lebih efektif 
dan tepat guna demi perkembangan kualitas penggunaan perbankan. 
